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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan kesimpulan sebagai

berikut :

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan perjanjian

kerja waktu tertentu petugas satuan pengaman di Citrouli Swalayan 24 Jam

terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh pemilik Citrouli

Swalayan 24 Jam terhadap pemenuhan hak pekerja satuan pengamannya,

yaitu perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat antara pemilik Citrouli

Swalayan 24 Jam tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, pelaksanaan

waktu kerja petugas satuan pengaman di Citrouli Swalayan 24 Jam melebihi

ketentuan yang diatur undang-undang, pelaksanaan waktu lembur petugas

satuan pengaman di Citrouli Swalayan 24 Jam melebihi ketentuan undang-

undang, pembayaran upah lembur petugas satuan pengaman di Citrouli

Swlayan 24 Jam tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan

pembayaran upah petugas satuan pengaman di Citrouli Swlayan 24 Jam

dibawah ketentuan Upah Minimum Provinsi Yogyakarta 2010.

Penyimpangan-penyimpangan ini dilandasi beberapa factor, yaitu

ketidaktahuan pengusaha dan pekerja tentang pengaturan perjanjian kerja,

waktu kerja, dan upah yang sesuai dengan undang-undang, pihak pengusaha

dan pekerja merasa waktu kerja yang diterapkan sudah sesuai dengan

ketentuan undang-undang, pengusaha merasa waktu lembur yang diijinkan
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bukan merupakan paksaan dan pekerja merasa waktu kerja lembur yang

diijinkan membantu dalam segi ekonomis, pengusaha merasa telah

memberikan upah di atas UMP Yogyakarta 2010 dan pekerja merasa upah

yang diterima sudah sesuai dengan kebutuhan, undang-undang yang tidak

memberikan sanksi tegas terhadap penyimpangan sehingga mengurangi sifat

memaksa undang-undang, dan kondisi sosial ekonomi dengan banyaknya

saingan kerja dan kebutuhan hidup tinggi yang memaksa pekerja satuan

pengaman di Citrouli Swlayan 24 Jam menerima pekerjaan tersebut beserta

syaratnya atau mereka akan kehilangan pekerjaannya.

B. Saran

1. Pemilik Citrouli Swalayan 24 Jam harus memahami Undang-Undang

No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terutama tentang ketentuan-

ketentuan yang mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu, waktu

kerja, dan upah.

2. Pemilik Citrouli Swalayan 24 Jam harus memberikan informasi selengkap-

lengkapnya kepada pekerja mengenai ketentuan undang-undang tentang

perjanjian kerja waktu tertentu, waktu kerja, dan upah.

3. Pemilik Citrouli Swalayan 24 Jam harus lebih tegas dalam mengatur

waktu kerja lembur.

4. Pemilik Citrouli Swalayan 24 Jam harus melakukan peninjauan kembali

tentang besarnya upah lembur dalam perjanjian kerja waktu tertentu

dengan petugas satuan pengaman.
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5. Pekerja satuan pengaman di Citrouli Swalayan 24 Jam harus aktif mencari

informasi mengenai ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu, waktu kerja,

dan upah yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.

6. Pemerintah harus lebih tegas dalam penjatuhan sanksi terhadap

penyimpangan yang tejadi.

7. Pemerintah dalam pembentukan undang-undang lebih tegas dan jelas

dalam penetapan sanksi yang diberlakukan terhadap penyimpangan yang

terjadi.
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